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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor 5751/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

الرحيم الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Tigaraksa yang memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx,

tempat  tinggal  di  KABUPATEN  TANGERANG,  PROVINSI

BANTEN,  SUKAMULYA,  CIKUPA,  ;  selanjutnya  disebut

"Pemohon"; 

melawan

TERMOHON, umur  2024  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  ...,  pekerjaan  ,

tempat  kediaman  di  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  xxxxxxxx

xxxxxx,  xxxxxxxxx,  xxxxxx,  Kabupaten  Tangerang,  xxxxxx,

selanjutnya disebut  "Termohon"; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-

bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan; 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  berdasarkan  surat  permohonannya

tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Tigaraksa  pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor

5751/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa  Pemohon  adalah  suami  sah  dari  Termohon  yang  telah

melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020,

yang  dicatat  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

(KUA)  xxxxxxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxx.
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Sebagaimana  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  xxxxxxxxx  tertanggal  20

Desember 2020;

2. Bahwa  setelah  perkawinan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan Belum dikaruniai  anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon  berjalan  dengan  harmonis,  namun  sejak  Bulan  Januari  2021

keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  mulai  tidak  harmonis

karena sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang disebabkan oleh:

- Termohon sulit dinasihati oleh Pemohon;

- Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

- Termohon diketahui oleh pemohon memiliki pria idaman lain;

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon

dengan  Termohon  tersebut  terjadi  pada  Bulan  Maret  2021,  yang  mana

Termohon pergi meninggalkan kediaman terakhir, sehingga antara Pemohon

dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya

suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin

dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta

Pemohon  merasa  tidak  sanggup  lagi  untuk  melanjutkan  rumah  tangga

dengan  Termohon  oleh  karenanya  Pemohon  berkesimpulan  satu-satunya

jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut  di  atas permohonan Pemohon

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP

No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa  terhadap  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  agar

dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

Bahwa berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama Tigaraksa  cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
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Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan

sidang  Pengadilan  Agama Tigaraksa  setelah  putusan  ini  berkekuatan

hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;  

 Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon

datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,

akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  sebelum  pemeriksaan  perkara  dilakukan,  majelis  hakim

menjelaskan  dan  memberikan  petunjuk  kepada  kedua  belah  pihak  untuk

menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7

Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  dan  untuk  melakukan

mediasi  tersebut Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua

Majelis  untuk  menunjuk  mediator  pada  Pengadilan  Agama  Tigaraksa,

selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs. Arwendi, mediator

pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa  berdasarkan  laporan  mediator  tertanggal  11  November  2024

dinyatakan  bahwa  proses  mediasi  kedua  pihak  berperkara  tidak  berhasil

mencapai  kesepakatan  damai,  kemudian  majelis  hakim  melanjutkan

pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon

dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa,  selanjutnya  dibacakan  surat  permohonan  Pemohon  tersebut

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

       Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah lagi hadir

di  persidangan,  meskipun telah diberitahukan dan dipanggil  secara sah dan
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patut, maka Termohon harus dianggap tidak dapat memberikan jawaban dan

tanggapannya terhadap permohonan Pemohon tersebut; 

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil  permohonannya  Pemohon  telah

mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Nomor  xxxxxxxxx  atas  nama

Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal

19 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx, Nomor xxxxx Tanggal 20 Desember 2020, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa,  selain  surat-surat,  Pemohon  juga  mengajukan  saksi-saksi

sebagai berikut:

1. SAKSI  3,  umur  43  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,  yang

menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon; 

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon; 

- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di

xxx  xxxxxxxxx  xxx  xxx  xxx  xxx,  Desa  Sukamulya  xxxxxxxxx  xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; 

- Bahwa Dari  pernikahannya Pemohon dan Termohon  belum dikaruniai

anak; 

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis  namun  sejak  tahun  2021  rumah  tangganya  mulai  tidak

harmonis  dan  tidak  rukun,  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon dan  Termohon,  juga  mengetahui  dari  pengaduan  Pemohon
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bahwa rumah tangganya sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran

yang terus menerus; 

- Bahwa  Penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu; 

- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3

tahun yang lalu, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali; 

- Bahwa  Pihak  keluarga  kedua  belah  pihak  telah  mengupayakan

perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa saksi  sudah cukup menasehati  Pemohon dan Termohon untuk

bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan

Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit

untuk dirukunkan kembali; 

2. SAKSI 4, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx

xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG yang menerangkan

di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon; 

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon; 

- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di

xxx  xxxxxxxxx  xxx  xxx  xxx  xxx,  Desa  Sukamulxxxxxxxxx  xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; 

- Bahwa  dari  pernikahannya  Pemohon  dan  Termohon  belum dikaruniai

anak; 

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis  namun  sejak  tahun  2021  rumah  tangganya  mulai  tidak

harmonis  dan  tidak  rukun,  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon dan  Termohon,  juga  mengetahui  dari  pengaduan  Pemohon

bahwa rumah tangganya sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran

yang terus menerus; 
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- Bahwa  Penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah; 

- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3

tahun yang lalu, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali; 

- Bahwa  Pihak  keluarga  kedua  belah  pihak  telah  mengupayakan

perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa saksi  sudah cukup menasehati  Pemohon dan Termohon untuk

bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan

Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit

untuk dirukunkan kembali; 

Bahwa atas  keterangan saksi-saksi  tersebut  Pemohon membenarkan,

sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan

selanjutnya  Majelis  Hakim  memerintahkan  kepada  Pemohon  untuk

menyampaikan  kesimpulannya,  dan   Pemohon   dan  Termohon  dihadapan

sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya

bahwa Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon; 

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk

kepada   berita acara persidangan  sebagai bagian   yang tak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;  

Menimbang,  bahwa  pada  tahapan  perdamaian,  Majelis  Hakim  telah

berusaha  menasehati  Pemohon  dan  Termohon  agar  dapat  kembali  rukun

membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan

demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang,  bahwa  untuk  mengoptimalkan  perdamaian  sebelum

pemeriksaan  pokok  perkara,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

melalui  proses  mediasi  sebagaimana  diamanatkan  Pasal  7  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008,  namun  berdasarkan  laporan  dari

mediator : Drs. Arwendi,  tanggal  11 November 2024  proses mediasi yang

dilaksanakan tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan  damai,  dengan  demikian

pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang,  bahwa  Majelis  lebih  dahulu  mempertimbangkan  bahwa

Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam,  diantaranya bidang perkawinan,  sebagaimana dimaksud  Pasal  49 (a)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 karenanya  perkara aquo adalah termasuk tugas dan

wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya-upaya  perdamaian  dan  juga

mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan

surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Pemohon telah

mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi

Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup

serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi

Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985  jo.  Pasal  1888

KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Pemohon yang

telah memenuhi asas personalitas keIslaman dan berdomisili di wilayah hukum

Pengadilan  Agama  Tigaraksa,  maka  dengan  demikian  perkara  a  quo yang

diajukan  Pemohon  merupakan  kewenangan  absolut  dan  relatif  Pengadilan

Agama  Tigaraksa,  sebagaimana  dimaksud  Pasal  49  (a)  dan  Pasal  73  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

7
Hal. 7 dari 12 hal  Putusan Nomor: 5751/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo

terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan

hukum  dengan  Termohon  sehingga  Pemohon  berkualitas  sebagai  legitima

persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a

quo;

Menimbang,  bahwa  Pemohon mendalilkan,  Termohon  adalah  isteri

Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di

KUA, namun dalam perkawinan  Pemohon dan Termohon  ada permasalahan

yang pada akhirnya Pemohon mohon kepada Majelis untuk memberikan izin

kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon,

sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara  a

quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan

memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  mengikat,  sehingga  harus  dinyatakan

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam

perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon  harus pula dinyatakan terbukti

mempunyai  hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan

yang  sah,  maka  demi  hukum  pihak  Pemohon  adalah  pihak  yang

berkepentingan  dan  berkualitas  sebagai  pihak  yang  mengajukan  perkara

(legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim

menilai  bahwa yang  dijadikan  alasan  permohonan  Pemohon adalah  karena

dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai

dengan ketentuan Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9 Tahun

1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan

dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa dari posita  permohonan Pemohon majelis menilai

bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan

Termohon adalah terutama karena faktor ekonomi, Termohon kurang menerima
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penghasilan  Pemohon,  Termohon  sudah  tidak  menjalankan  kewajiban

sebagaimana layaknya seorang isteri, saat ini sudah tidak adanya komunikasi

yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan kehidupan rumah tangga

antara  Pemohon  sudah  tidak  sejalan  lagi,  yang  mengakibatkan  antara

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun dan yang

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

       Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh

Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

       Menimbang, bahwa  pada pokoknya Pemohon menuntut agar dirinya

diizinkan mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon, maka harus dibuktikan

apakah  dalil  perkara  yang  bersangkutan  memenuhi  alasan  perceraian

dimaksud;

       Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah, telah

terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa Termohon adalah suami isteri, dan dari perkawinan tersebut

belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak bulan Januari  2021 rumah tangga Pemohon dengan

Termohon  dalam keadaan  tidak  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran,  dan  yang  menjadi  penyebabnya  karena  Termohon  sulit

dinasehati Pemohon; Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

dan Termohon diduga telah memiliki pria idaman;

- Bahwa akibat peristiwa itu rumah tangga Pemohon dan Termohon

tidak harmonis lagi, sehingga kemudian antara Pemohon dengan Termohon

telah terjadi perpisahan  tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dan

yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa untuk dan terhadap yang bersangkutan pihak keluarga telah

berusaha untuk merukunkan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun

kembali sebagai Suami Isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

- Bahwa  ketidak-berhasilan  tersebut  karena  Pemohon  telah

menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia melanjutkan rumah
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tangganya  dengan  Termohon,  dan  Termohon  sendiri dengan  tidak

menghadiri  sidang-sidang,  dapat  dianggap tidak  berkeberatan  untuk

diceraikan Pemohon;

       Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut,  Majelis

berpendapat/berkesimpulan,  antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus  dan  tidak  ada  harapan  akan

dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan kedua pihak sudah tidak punya

kehendak  untuk  mempertahankan  rumah  tangganya,  dengan  lain  kata

perkawianan Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka dengan demikian

telah  cukup  alasan  untuk  mengabulkan  permohonan  Pemohon  untuk

melakukan  perceraian  dengan  Termohon  berdasarkan  pasal  39  ayat  2  UU

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal

116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon

tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat

dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006

sebagaimana telah  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentang

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  maka  biaya

perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain

yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  Pemohon  (Xxxxxxxxx)  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i

terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Tigaraksa;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan  Agama Tigaraksa pada  hari  Senin  tanggal  09  Desember

2024 Masehi  bertepatan dengan tanggal  07 Jumadil  Akhir  1446 Hijriah oleh

Drs.H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Musifin, M.H.

dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga

diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  Ketua  Majelis

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

Andi  Wiwiek  Lestari,  S.Ag.,  M.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri

Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

 

Ketua Majelis

Drs.H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota

  Drs. H. Musifin, M.H.                           Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

                             Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.
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 Perincian biaya :

 Pendaftaran : Rp 30.000,00

 ATK Perkara : Rp 75.000,00

 Panggilan : Rp 32.000,00

 PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

 Redaksi : Rp 10.000,00

 Meterai : Rp                       10.000,00  

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
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